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BAB VI 

SARAN 

 

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker 

membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-

undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu 

PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut 

secara efektif dan efisien. 

2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien 

mengerti cara penggunaan yang benar dan dapat menambah 

kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.  

3. Mahasiswa calon apoteker juga diharapkan dapat mempelajari 

berbagai macam obat dari masing-masing kelas terapi dan obat-

obat yang terdapat di pasaran agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas. 

4. Pelayanan yang diberikan oleh apotek Tirta Farma sudah 

memuaskan oleh karena itu perlu dipertahankan dan lebih 

ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu. 
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